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PERSOALAN ASET PALU-DONGGALA

Walikota Cari

PALU, MERCUSUAR - Persoalan aset di Kota
Palu yang belum diserahkan sepenuhnya dari

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala

semakin menggantung. Inilah sebabnya Walikota
Palu, Rusdy Mastura mencoba mencari celah
hukumnya agar persoalannya tidak berlarut-arut,

Donggala dinilai enggan mele-
pasaset itukarena masih men-
datangkan pemasukan bagi
daerahnya, seperti kawasan
pertokoan i alan Hasanuddin
dan Jalan Gajah Mada.
“Sehingga, sepenuhpyatelah
sayaserahkan pada pengacara

Walkota PaluRusdyMastura  Paly saa ini- masih dikuasa Pemkot. Dimana ada kira-kira
mengakui sebagian aset di Pemkab Donggala. Bupati celah yang bisa untuk Kota

st Pemkab Donggalayang Beum
 Disraan o Pl diAntaranyea

1. Kompleks gedung DPRD Kota Palu beserta ban-
gunen i sampingnya dan masfd

2, Kantor Dinas Kesehatan df Joan DafuAdam

3. Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan

 Kelarga Berencana d Jlan Balakola Selafan

4. Petak perokoan di Jalan Gajah Mada dan Hasa-
udgin .

Celah Hukumnya’

Sumber; Perermuan Deprov |

s
i}

dan Pemkot, 25 Maret 2012

S

Palu, maka kita usahakan
(untuk dimasukkan sebagai
aset Pembot). Sebab saya su-
dah tidak mau agi ribut-ribut
antarpemerintah,” ujar Cudi
sapaan akrab Rusdy Mastura
kepada Mercusuar di kantor
Walikota Palu, Jumat (5/4),

Ja berjanji akan memperju-
angkan serta memeriotakan

masyarakat yang telah pulu-
han tahun menempati lokasi
pertokoan Hasanuddin dan
(ajah Mada yang saat ini te-
rancam pindah karena perin-
tah pengosongan tempat oleh
Bupati Donggalasejak Agustus
Jalu.

Baca CELAH di hal 11
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Bupati Donggala Dinilai Enggan Melepas Aset Itu

Cudi sapaan akrab Walikota, juga
menginginkan Pemerintah Provinsi Sulteng
turun langsung menangani masalah
aset antara dua daerah bertetangga ini.
Gubernur Longki Djanggola sebagai kepala
daerah di tingkat provinsi dapat langsung
menengahi persoalan ini sehingga ada
titik temunya. Misalnya, melakukan upaya
bertemu dengan Pemkab Donggala.

“Kenapa gubernur diminta langsung
menjadi penengah? sebab harus gubernur
yang dapat melakukan, karena ini persoalan
sudah menyangkut lintas daerah, dalam
urusan Pemkab Donggala dan Pemkot
Palu dalam hal aset yang sudah beberapa
tahun tidak terselesaikan. Daripada kita
ribut terus,” papar Cudi.

Dihubungi terpisah, Gubernur Sulteng
Longki Djanggola membenarkan jika per-
soalan aset antar Pemkot dan Pemkab
Donggala sudah terlaiu lama belum tuntas.
" Yang saya tahu aset itu memang punya
Pemkab Donggala. Kemudian setelah
pemekaran Kota Palu semestinya aset
Donggala yang ada di Palu sudah harus
diserahkan ke Pemkot Palu. Tapi saat
itu SKPD-SKPD (satuan kerja perangkat
daerah) Donggala masih tetap memakai
aset-aset itu,” jelas Longki dalam pesan
singkatnya yang dikirim ke redaksi, Minggu
(7/4). Menurut mantan Bupati Parigi
Moutong ini, adapun aset-aset yang
diprioritaskan untuk diserahkan dari
Pemkab Donggala ke Palu adalah aset-

aset pelayanan, misalnya rumah sakit,
puskesmas, perkantoran dan mobil-

mobilnya serta ambulance.

Wakil Ketua Komisi | DPRD Provinsi
(Deprov) Sulteng Ridwan Yalidjama,
Senin (25/3), mengatakan, saat ini ada
beberapa aset yang belum diserahkan
Pemkab Donggala dalam bentuk dokumen
kepemilikan ke Pemkot Palu. Diantaranya,
kantor DPRD Kota Palu, kantor Dinas
Kesehatan di Jalan Datu Adam, kantor
BPPKB di Jalan Balaikota Selatan. “Ini
sudah digunakan Pemkot bertahun- tahun
sedangkan suratnya belum secara resmi
diserahkan Pemkab Donggala,” kata
Ridwan Yalidjama pada pertemuan antara
Komisi | dan Il Deprov dengan Pemkot
Palu sekaitan data aset Donggala di kantor
Walikota.

Ridwan mengatakan berdasarkan
pertemuan antara pihak Deprov dengan
Pemkab Donggala sebelumnya, status
aset tersebut tidak dipersoalkan lagi karena
sudah menjadi kekuasaan Pemkot Palu.

Ridwan menyarankan kepada Walikota
Palu Rusdy Mastura bersama jajarannya
segera menyurat ke Pemkab Donggala,
agar menyerahkan dokumen aset beserta
riwayat kepemilikan tanah sebelumnya.

Diakui Ridwan, sebagian besar
bangunan sekolah milik Pemkot yang
telah diserahkan Pemkab Donggala belum
memiliki surat legilitas kepemilikan, sebab
kemungkinan masih tersimpan pada
Pemkab Donggala. Sementara aset yang
belum diserahkan Pemkab Donggala, di
antaranya tiga gedung perkantoran yang
terletak di Jalan Pattimura.

sambungan dari hal. 1

“Total yang belum diserahkan sebanyak
7 bangunan, termasuk 17 petak pertokoan
di Jalan Gajah Mada, Dinas Kehutanan
di depan Manggala Sakti Korem, dan
kompleks gedung DPRD Kota Palu beserta
bangunan disamping masjid tersebut,”
ujar mantan Ketua DPRD Kabupaten
Donggala itu.

Masih menurut Ridwan, sebelumnya
telah terjadi kesepakatan awal antara
Walikota Palu dengan Bupati Donggala
pada tahun 2006, namun belum ditindak
lanjuti secara surat-surat penyerahan pada
waktu itu. Kepala DPPKAD Kabupaten
Donggala, Hasan Basri mengatakan bahwa
seluruh aset Pemkab’Donggala yang
terkait dengan pelayanan umum seperti
pendidikan dan kesehatan yang berada
di Kota Palu, telah lama diserahkan, sejak
ibukota Kabupaten Donggala pmdah
ke Banawa.

Sehingga, tidak ada lagi persoalan yang
berkaitan dengan Pemkab Donggata.
Terkait sejumlah aset tanah dan bangunan
bekas kantor SKPD Pemkab Donggala,
tidak seluruhnya diserahkan begitu sajake
Pemkot Palu, karena hal itu masih murni
aset dari Pemkab Donggala.

Terlebih lagi, seluruh aset Pemkab
Donggala di Kota Palu sudah memiliki
sertifikat. Sehingga, jika ingin
dipindahtangankan ke pihak manapun,
harus melalui mekanisme pembahasan di
DPRD Kabupaten Donggala. “Kalau untuk
aset bekas kantor, masih kita pertahankan,”
ujarnya singkat. ABs/sAH




